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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Good Corporate Governance (Responsible), faktor-faktor yang menghambat dan menjadi tantangan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai implementasi good corporate governance yang betanggung jawab (responsible) serta upaya implementasi corporate social responsibility sebagai implementasi good corporate governance yang betanggung jawab (responsible) di PT. Indonesia Power UP. Saguling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dan pengamatan serta data sekunder yaitu studi literatur yang dilakukan terhadap buku, catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian dan situs internet. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pelaksanaan corporate social responsibility sebagai implementasi good corporate governance betanggung jawab (responsible) dapat dilakukan dengan : implementasi corporate social responsibility ; 1) tahap perencanaan dalam pelaksanaan program corporate social responsibility baik secara external dan internal perusahaan, 2) pengembangan masyarakat baik secara formal maupun informal masyarakat itu sediri. 3) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang selama ini menjadi penghambat dalam hal menekan berbagaimancam konflik external khususnya, implementasi good corporate governance yang betanggung jawab (responsible) : 1) melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang – undangan, 2) melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen.





Abstract : This study aims to know, analyze and review the Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Good Corporate Governance (Responsible), the factors that hamper and become a challenge in the implementation of Corporate Social Responsibility as the implementation of good corporate governance responsible (responsible) and efforts implementation of corporate social responsibility as the implementation of good corporate governance responsible (responsible) in PT. Indonesia Power UP. Saguling. In this research, researcher use qualitative research method through observation, interview and documentation study with primary data source that is result of interview and observation as well as secondary data that is literature study done to book, notes related to research and internet site. Data analysis techniques by reducing data, presenting data, drawing conclusions and verification. The result of research shows that the form of corporate social responsibility implementation as the implementation of good corporate governance responsible can be done by : the implementation of corporate social responsibility; 1) planning stages in the implementation of corporate social responsibility program both external and internal company, 2) community development both formally and informally the community self. 3) empowerment and community participation that has been a barrier in terms of suppressing various external conflict in particular, the implementation of good corporate governance responsible : 1) implementing CSR programs in accordance with legislation, 2) carrying out responsibility for communities and the environment so that business sustainability can be maintained in the long term and gain recognition as a good corporate citizen.





Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep GCG diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengaturan dan pengimplementasian good corporate governance memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dari penetapan kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Dikutip dari Agung Rakhmat (2013:1) prinsip GCG yang dianut oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan beberapa lembaga lain menempatkan prinsip tanggung jawab (responsibility) sebagai pilar tegaknya GCG.
Salah satu implementasi prinsip responsibility diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tapi juga untuk kesejahteraan pihak pemangku kepentingan dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Dalam perkembangannya, terdapat terobosan baru mengenai gagasan CSR yang terkenal dengan sebutan The Triple Botton Line. Dikutip dari Agung Rakhmat (2013:2) perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada singgle botton line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple botton line, yaitu tidak hanya pada aspek keuangan saja melainkan juga pada sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Eklington 2004).
Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR, karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR, karena implementasi dari tanggungjawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya. 
Corporate Social Responsibility (CSR) merujuk pada transparansi pengungkapan informasi sosial perusahaan atas kegiatan atau aktifitas sosial yang dilakukan perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (externalities) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktifitas perusahaan. Darwin (2004) mendefinisikan bahwa Corporate Social Responsibility sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.
Corporate Social Responsibility (CSR) mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjujung integritas (Ardianto, 2011: 35). Mc Williams dan Siegel, 2001 juga meyakini bahwa :“CSR is conventionally defined as the social involvement, responsiviness, and accountabilitty of companies apart from their core profit activities and beyond the requirements of the law and what is otherwise required by goverment.”
Secara universal, dari pemahaman tersebut mengungkapkan bahwa aktivitas CSR pada umumnya mempunyai tujuan sebagai keterlibatan sosial pelaku bisnis atau stakeholder dalam mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan pada kualitas hidup pekerja atau masyarakat sebagai penunjang triple bottom line perusahaan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasa mampu meningkatkan reputasi perusahaan dalam rentang waktu panjang dan akan berpengaruh pula terhadap lingkungan perusahaan itu sendiri terlebih bagi karyawannya yang dapat dirasakan secara langsung. 
Penelitian mengenai struktur good corporate governance telah banyak dilakukan sebelumnya, baik peneliti di dalam negeri maupun di luar negeri, namun objek penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur dan indusrti. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan keuangan karena ingin melihat bagaimana luasnya item-item pengungkapan tanggung jawab sosial dan struktur good corporate governance pada perusahaaan keuangan. 
Regulasi mengenai CSR pun di atur pula oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen), untuk menjalankan CSR. 
Kewajiban melaksanakan CSR oleh pemerintah, sekarang ini bukan hanya dibebankan pada BUMN. Melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Kedua undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (CSR). Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya, berikut diantaranya: 

Tabel 1.1
Kegiatan CSR Di Beberapa Perusahaan BUMN
Propinsi Jawa Barat

No	Nama Perusahaan	Jenis / SektorKegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana(Rupiah)	Tahun Pelaksanaan
1.	Bank Jabar Banten (BJB)	Pertanian,Prasarana, Pembangunan.	3 Kegiatan	Total Rp. 242.000.000, dengan rincian :Rp.67.000.000,- untuk pertanian dan peternakan.Rp.75.000.000,- untuk pembuatan sumur.Rp.100.000.000,- untuk pembangunan asrama.	2016
2.	PT. Pos Indonesia	Pembangunan / Pelayanan Sosial	1 Kegiatan	Rp 130.000.000,-	2014
3.	PT. Telkom	Kesehatan	1 Kegiatan	Rp 100.000.000,-	2013
4.	PT. Telkom	Pembinaan sosial	1 Kegiatan	Total Rp. 55.000.000.000,- UMKM yang tersebar di lima wilayah yang menjadi mitra Telkom di Jabar sebanyak 1.686. dengam rincian :Bandung 336 unit,Cirebon 135 unit,Tasikmalaya 338 unit,Sukabumi 711 unit,Karawang 166 unit.	2015
5.	Bank Mandiri	PeternakanPembinaan Sosial	2 Kegiatan	Rp 150.495.000 untuk program usaha penggemukan domba.Rp 147.900.000 untuk Bumdes Bina Usaha Mandiri	2017
6.	PT Pupuk Kujang	PertanianPeternakanPendidikanKesehatanOlahraga dan Kesenian	11 Kegiatan	Rp 3.600.000.000	2016

Penerapan good corporate governance serta pengungkapan informasi corporate social responsibility merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Struktur atau organ dari good corporate governance menurut Indra Surya dalam Agoes (2009:110) meliputi kepemilikan manajerial perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit serta komisaris independen. 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN memperkenalkan konsep Good Corporate Governance untuk diterapkan oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan. Melalui penerapan Good Corporate Governance diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat dan mendukung pencapaian peningkatan devisa negara. Perusahaan memandang praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan usaha, menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menumbuhkan integritas perus​ahaan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun sebagai acuan dalam mengelola PT Indonesia Power berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif PT Indonesia Power mengadopsi standar penerapan GCG untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 dan SK-16/S MBU/2012. Tujuan penerapan GCG di Indonesia Power adalah :
1.	Tercapainya kesinambungan usaha dan tujuan perusahaan yang ditetapkan;
1.	Pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan, yang terdiri RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
1.	Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang;
1.	Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab social Perusahaan terhadap masyarakat dan kelastarian lingkungan sekitar
1.	Optimalisasi nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya;
1.	Peningkatan daya saing Perusahaan secara nasional maupun intranasional
1.	Mendorong manajemen melakukan mekanisme chek and balance pada setiap fungsi dalam proses bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG

Mewujudkan corporate social responsibility adalah gagasan utama dari penerapan good corporate governance (GCG), hal ini sejalan dengan kesimpulan yang terangkum dalam konferensi CSR yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Link (IBL) dalam Murwaningsari, (2009). Penerapan good corporate governance atau dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai akibat dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun luar negeri. Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka di Indonesia setelah masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998, yang diakibatkan karena praktik bisnis yang tidak etis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis. Beberapa perusahaan besar di Indonesia pada saat krisis bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk (bad corporate governance). 
Pengamatan awal diperoleh bahwa program yang berdampak poisif bagi lingkungan dan masyarakat perihal program CSR yang dimiliki oleh Indonesia Power. Terlebih Indonesia Power bergerak dalam bisnis yang memiliki resiko tinggi terhadap perubahan lingkungan alam dan sosial, karena perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mempertimbangkan, mencegah, menanggulangi, dan mengelola dampak operasi dan bisnisnya melalui kegiatan tanggung jawab social perusahaan perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Selain kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan energi, dalam program CSR yang dilakukan oleh Indonesia Power juga menyelenggarakan berbagai program dalam hal program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberikan pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi, dan distribusi listrik terhadap lingkungan, dan kesehatan masyarakat selain program bantuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. 
Program – program yang dimiliki dikhawatirkan ada kelemahan dan kekurangan dalam contoh seperti kurangnya pemantauan dalam pelaksanaan dari program – program CSR yang dimiliki perusahaan, tidak tepat sasaran dalam pemberian bea siswa didalam program pendidikan, pelaksanaan semua program yang dimiliki oleh Indonesia Power tidak berkelanjutan dalam pelaksanaannya ke masyarakat. Maka dari hal tersebut peneliti berusaha untuk mengkaji lebih perihal sejauh mana peleksanaan program CSR yang ada di Indonesia Power karena program CSR yang dimiliki sebagai bentuk penerapan dari prinsip – prinsip GCG. 
Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, secara garis besar apabila digunakan penilaian dengan pendekatan SWOT Analysisalat untuk mendokumentasikan kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) pada internal bisnis serta peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT membantu perusahaan tersebut untuk menilai masalah-masalah di dalam dan di luar organisasi atau perusahaan diperlihatkan bahwa dalam Tabel 1.2, sebagai berikut :

Tabel 1.2
SWOT Analysis di PT. Indonesia Power  Up. Saguling, Jawa Barat.

STRENGTH	WEAKNESS
Pioner perusahaan pembangkit listirik yang dimiliki oleh Negara (BUMN).Memiliki tim manajemen yang yang sangat profesional dalam penerapan program CSR.Memiliki tenaga kerja yang terampil dan handal.Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tinggiAdanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR.Memliki alokasi sumberdana yang selalu tersedia setiap tahun utuk pelasanaan program CSR.	Sarana dan prasarana tidak menunjang dilapangan.Kekurang fahaman pada program yang akan di terapkan di perusahaan maupun mansyarakat sekitar.perilaku hidup masyarakat yang tidak dapat mendukung pelaksanaan program CSR.pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi CSR perusahaan kurang / tidak tepat sasaran.Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik (pemegang saham) atau pemodal adalah pemerintah sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit
OPPORTUNITY	THREAT
Memiliki lahan / wilayah yang cukup luas di lokasi pembangkit listrik Saguling.Dapat meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan kesejahteran msyarakat sekitar.	Resiko yang tidak dapat dikendalikan perusahaan (Bencana Alam seperti tanah longsor, gempa bumi, dll.)Reaksi dari masyarakat yang tidak peduli dalan program penerapan CSR yang dimiliki perusahaan.

Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR, karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR, karena implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Tujuan Penelitian





Manfaat Teoritis (pengembangan ilmu)
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menerapkan pengembangan bidang ilmu manajemen khusunya pada rumpun ilmu manajemen sumberdaya manusia strategis dengan titik beratkan pada aspek Tanggung jawab sosial perusahaan.
Manfaat Praktis 
Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pimpinan perusahaan di PT. Indonesia Power UP. Saguling Jawa Barat khusunya, dalam upaya meningkatkan, menjadi acuan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan serta tindakan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia (manusia) yang ada dan dampak lingkungan seluruhnya secara berkesinambungan.

PARADIGMA  PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diawali dan didasari pada dengan meganalisa dan menelaahi bahwa sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, serta pelaksanaan pengaturan CSR sebenarnya tidak terlepas dari makna pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara   sebagaimana yang termakna dan tercantum pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa, ”...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,......”.
Lain hal dalam pembukaan pada UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (4) yaitu, Ayat (1) disebutkan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan”, dalam Ayat (4) disebutkan, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Oleh karena itu sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga muncul lah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memasukkan klausul CSR dalam Pasal 74 UUPT tersebut. Pada dasarnya Pasal 74 UU Mo. 40 Tahun 2017 pada dasarnya pada  dasarnya  telah  mengakhiri  perdebatan  tentang  wajib  tidaknya  CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan perseroan terbatas. Undang-Undang ini secara imperative menjelaskan bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Undang- Undang. TJSL yang diatur dalam UUPT 2007 diilhami oleh pandangan yang berkembang secara makro belakangan ini yang mengajarkan bahwa perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perusahaan harus ikut serta bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Proposisi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut:
1.	Bagaimana Pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia Power UP. Saguling dalam penerapan atau implementasi Corporate Social Responsibilty di Indonesia Power UP. Saguling.
2.	Upaya yang dilakukan dalam atau implementasi dalam pengoptimalan Corporate Social Responsibilty di Indonesia Power UP. Saguling.
3.	Faktor – faktor penghambat Implementasi CSR atau menjadi tantangan dalam pemberdayaan sumber daya manusia yang menjalankan program Corporate Social Responsibility perlu diatasi dengan memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan implementasi CSR yang ada di Indonesia Power khususnya di UP. Saguling.
4.	Implementasi CSR apa yang efektif dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) yang responsible (bertanggung jawab) di Indonesia Power khususnya di UP. Saguling tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan tatanan kinerja perusahaan yang baik dan bertanggung jawab (responsible) dan akan meningkat nilai bagi stakeholder yang semakin kompetitif.

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan metode dan pendekatan ini sesuai dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis data, dan informasi sesuai kebutuhannya. Kajian perihal Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau dengan istilah CSR (Corparate Social Responsibility) dikaitkan prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dengan istilah GCG (Good Corporate Governance) (khususnya untuk tujuan mengoptimalkan yang ada baik bagi stakeholeder, perusahaan, lingkungan perusahaan dan karyawan perusahaan itu sendiri), merupakan fenomena yang masih kompleks, sehingga membutuhkan kajian lebih komprehensif dan mendalam. Melalui pendekatan yang sifatnya kualitatif diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan informasi yang akurat dan terperinci sehingga sangat membantu proses interpretasi data dan informasi yang diperoleh baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi penulis. 

Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini telah dilakukan proses mengumpulkan, menggambarkan, dan menafsirkan data dari objek yang diteliti, termasuk di dalamnya adalah hubungan-hubungan dari semua parameter yang diteliti, pandangan dan pertentangan dari sumber, kerjasama, sikap yang ditunjukkan dan kecenderungan – kecenderungan yang tampak. Dalam proses pembahasan ini juga diharapkan muncul proposisi baru melalui interpretasi interaksi antara parameter yang diteliti, yang selanjutnya digunakan untuk membangun kategori dan memberikan penjelesan terhadap fenomena yang diteliti.  
PT. Indonesia Power sebagai perusahaan BUMN yang dituntut oleh pemerintah sebagai perusahaan penghasil listrik bagi negara, maka hal – hal yang mendukung dalam kelancaran operasinoalnya harus didasarkan pada pemanfaatan lingkungan, memiliki karyawan (sumberdaya manusia) yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan penunjang operasional kerja unit pembangkit listrik, dukungan masyarakat sekitar dan yang pasti pihak pemerintah yang mendukung akan terselenggarannya kegiatan operasional unit pembangkit itu sendiri, sehingga terciptanya sinergi antara satu dengan yang lain yang saling berkesinambungan. 
Secara umum pelaksanaan program Corporate Social Responsibilty sebagai bentuk implementasi Good Corporate Government merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, yang dimana yang sedang dilakukan oleh PT. Indonesia Power UP. Saguling khusuny, dikarenakan salah satu bentuk pilar menopang Good Corporate Government adalah terlaksanannya penerapan program kerja Corporate Social Responsibilty dalam suatu perusahaan. Maka dari hal tersebut sebelum suatu perusahaan akan memberikan value edded untuk perusahaan dapat berkembang, maju dan baik dari segi kinerja internal maupun external, data maupun pelaporan, operasional kerja antara karyawan saling berhubungan baik, tidak lepas pula hal – hal yang dapat menopang perusahaan atau suatu korporasi  adalah tree buttom line , yang dimana fenomena tersebut sesuai dengan pernyataan bahawa Corporate Social Responsibilty adalah segitiga kehidupan stakeholder yang harus diberi atensi oleh korporasi di tengah upayanya mengejar keuntungan atau profit, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
Hubungan itu diilustrasikan dalam bentuk segitiga. Sejalan dengan itu, Wibisono dalam Wulandari Alsyahkir (2013) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Penunjang dalam pengungkapan tersebut dikutip dari Kotler dan Lee (2005) dalam Sumaryo (2009) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dalam praktik bisnis dan kontribusi dari sumberdaya perusahaan. Inti dari pengertian tersebut tidak mengacu pada aktivitas bisnis yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, namun lebih pada komitmen kerelawanan perusahaan sehingga dipilih dan diimplementasikan dalam praktik bisnisnya. Pandangan yang lebih komprehensif mengenai CSR yang kemudian disebut sebagai “teori Piramida CSR” dikemukakan oleh Carol dalam Nursahid dalam Wulandari Alsyahkir (2013) bahwa tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan. Untuk memenuhi tanggungjawab ekonomis, sebuah perusahaan harus menghasilkan laba (profit) sebagai pondasi untuk mempertahankan perkembangan dan eksistensinya. 
Manajemen perusahaan sebagai pemegang kebijakan dalam upaya menerapkan Corporate Social Responsibilty berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas beserta paparan yang ada bahwa kaitan Corporate Social Responsibilty sebagai bentuk Good Corporate Government yang bertanggung jawab (responsible) dalam perusahaan dan praktik di Indonesia Power khususnya di UP. Saguling dapat memberikan kebijakan yang sangat lebih berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder yang dimana akan memberikan dampak timbal balik yang baik bagi perusahan.
Keterangan diatas akan memberikan alasan yang kuat bahwa perusahaan menerapkan GCG dan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Selain itu juga berusahaan PT. Indonesia Power Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif PT Indonesia Power mengadopsi standar penerapan GCG untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 dan SK-16/S MBU/2012. Terlebih penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Government yang di dititik beratkan pada dimensi responsiblity (tanggung jawab) merupakan penerapan dari pelaksanaan program Corporate Social Responsibilty  yang sedang peneliti analisa dalam pelaksanannya.
Berikut di bawah ini adalah pembahasan hasil analisis data yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya, sebagai berikut :


Implementasi Corporate Social Responsibilty Pada PT. Indonesia Power khususnya di UP. Saguling.
Berdsarkan hasil analisa yang telah peneliti lakukan bahwa PT. Indonesia Power UP. Saguling pihak manajemen atau perusahaan menginginkan adanya perhatian dari pihak – pihak yang terkati secara langsung dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibilty ini. Senada dengan kajian teori dari Seperti yang telah diungkapkan oleh Andreas Lako (2011:7-8), secara empiris ternyata perusahaan meraup berkah berlimpah atau keuntungan yang signifikan karena berinvestasi dan melaksanakan CSR secara tulus dan konsisten. Manfaat ekonomi tersebut antara lain, sebagai berikut : 1) Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan bagi perusahaan dalam jangka panjang. 2) Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. 3) Meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen. 4) Meningkatkan komitmen, etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan. 5) Menurunya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan serta dihargai perusahaan. 6) Meningkatkan reputasi, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
Oleh karenanya manajemen PT. Indonesia Power UP. Saguling dalam analisa penelitian ini Corporate Social Responsibilty dibagai menjadi 3 (tiga) analisa dimensi dalam bahasannya, sebagai berikut : 
Corporate Social Responsibilty Dimensi Profit (keuntungan)
Program pelaksanaan corporate social responsibilty PT. Indonesia Power untuk meningkatkan profit perusahaan diawali dengan adanya anggaran biaya (dana) yang selalu tersedia untuk program pelaksanaan Corporate Social Responsibility di perusahaan, yang dimana tujuan peningkatan dalam dimensi profit ini, bahwa setiap kegiatan CSR menggunakan dana berdasarkan anggaran yang telah ditentukan dan tepat sasaran pada dana yang gunakan, lingkungan perusahaan dan masyarakat yang mendapat dampak langsung dari kegiatan perusahaan, dan diharapakan program tersebut yang akan berdampak pada keuntungan (profit) perusahaan kuhusnya PT. Indonesia Power UP. Saguling. Berdasarkan pernyataan diatas memiliki persamaan dalam dalam pengungkpadan yang dikutip dari Almark dkk. (2012) “dengan adanya perhatian dan bantuan yang diberikan oleh corporate terhadap masyarakat diharapkan akan membuat sikap kepercayaan akan membaik dan akan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Maka secara tidak langsung masyarakat berperan penting dalam upaya meningkatkan profit perusahaan (profitability).
Profit merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. Meskipun dengan berjalannya waktu menuai protes atau kontorversi  banyak dari berbagai kalangan, yang tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan. Mana mungkin perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak keuntungan yang memadai mampu menjamin dan mempertahankan going concern. Dimana sebagaimana keterangan tersebut bahwa peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, meningkatkan tingkat kesejahteraan pemilik (shareholder), peningkatan konstribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumber dana, yang hal itu bisa dilakukan manakala didukung kemampuan menciptakan keuntungan (profit) perusahaan  sebagaimana dikutip dari Hadi, 2011:57.
Corporate Social Responsibilty Dimensi People (masyarakat)
Program pelaksanaan corporate social responsibilty PT. Indonesia Power UP. Saguling yang mencakup pada masyarakat (people) yang memberikan fasilitas dan mengankat potensi yang ada pada masyarakat sekitar, walau pun dalam pelaksanaan program yang berjalan belum terterapkan secara maksimal. Peran serta masyarakat dalam menjalankan program – program yang perusahaan miliki sangat berkontribusi dan bersinergi melihat program pemberdayaan masyrakat yang di terapkan kepada masyarakat, Maka dari itu People dari dimensi Corporate Social Responsibility merupakan masyrakat di lingkungan masyarakat dimana perusahaan berada. 
Pernyataan tersebut sejalan dengan kajian teori sebagaia berikut : mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, masyarakat memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa didukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat lewat strategi CSR  (Hadi, 2011:58).
Corporate Social Responsibilty Dimensi Planet (lingkungan)
Bentuk yang dilakukan dalam program pelaksanaan corporate social responsibilty PT. Indonesia Power UP. Saguling yang mencakup pada pelestarian lingkungan baik lingkungan sekitar (alam) maupun pelestarian budaya (tradisi) yang ada, PT. Indonesia Power UP. Saguling sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan - kegiatannya di kawasan PT. Indonesia Power UP. Saguling. Berdasarkan hasil dari pelestarian ligkungan dan budaya yang dialakukan  oleh perusaahan dapat meningkatkan kualitas lingkungan (alam, hutan, air), khusunya dapat dilestarikan (dijaga kelestariannya), walaupun masih banyak pihak – pihak yang harus bekesinambungan bekerjasama dalam pelestaria lingkungan dikawan UP saguling ini. Dari narasi diatas kita dapat simpulkan bahwa Planet merupakan lingkungan fisik perusahaan yang sangat mengikat antara perusahaan dengan lingungan sekitar perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang kinerja perusahaan dari PT. Indonesia Power UP. saguing itu sendiri karena tersebut sebagai pembangkit listrik tenaga air yang pastinya alam atau lingkungan sekitar akan berperan penuh dalam kerja operasionalnya. Dari ulasan tersebut sejalan dengan kajian teori yang menyebutkan bahwa, satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat dan saling berkesinambungan. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat  dikutip dari Hadi 2011:58.
Implementasi Good Corporate Govermance pada Indonesia Power Up. Saguling.
Dalam melakukan usahanya suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, apalagi hanya menjalankan roda organisasi (kerja) begitu saja namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi perusahaan khusunya. Maka dari itu penerapan Good Corporate Governance (GCG) diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang bisa dikatakan sedang tertimpa krisis berbagai macam masalah perekonomian, dan berusahan bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta professional. Dengan demikian kedepannya diharapakan menjadi perusahaan yang memiliki daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor asing terhadap industri dan perekonomian yang ada di negara ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan kutipan dari Kurniawan 2007 sebagai berikut : dalam melaksanakan misi dan tujuannya perusahaan BUMN harus dikelola berdasarkan prinsip efesiensi dan produktivitas serta tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, sehingga dapat diharapkan memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan nasional. Pemerintah melalui Keputusan Mentri BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 dan SK-16/S MBU/2012, peraturan umunnya berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 telah mewajibkan semua BUMN menerapkan praktik baik Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan menjadikan baik Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan operasionalnya. Dikutip dari Daniri (2006) mengemukakan ada 5 (lima) prinsip utama Good Corporate Governance yang diterapkan di Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan TARIF yaitu: keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 
Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dalam pernyataan diatas PT. Indonesia Power menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), dan berdasarkan analisa berdasarkan dimensi terbagi dalam 5 (lima) dimensi yaitu :
Good Corporate Govermance Dimensi Tranparancy
Dikutip dari Muhamad Hidayat 2009 bahwa kewajiban akan memberikan informasi perseroan tepat waktu benanr dan teratur dalam hal menyelenggarakan hal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) direksi wajib memerikan informasi perihal perseroan yang berhubungan dengan mata acar rapat sebagai mana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, yaitu :
“dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi atau dewan komisaris, sehubungan dengan mata awaca rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan”.
Berdasarkan data kutipan tersebut dari hasil data yang dianalisa pada dimensi Good Corporate Govermance (GCG) mengenai keterbukaan (Tranparancy) maka RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dilakukan oleh TP. Indonesia Power sejalan dengan memerikan informasi perihal perseroan yang berhubungan dengan SK-16/S MBU/2012 yang bertujuan dalam pelaksanaan GCG merupakan pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan, yang terdiri RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.
Sejalan dengan hal tersebut segala bentuk yang dilakukan dalam hal tata kelola perusahaan yang baik dalam dimensi keterbukaan (tranparancy) dalam penyampaian media khusus yang bertugas untuk menerima pengaduan  karyawan dengan metode Whistle Blowing Program ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui jaringan portal Indonesia Power. Adapun perihal penyampaian berbagaimanacam informasi perusahaan khusunya di PT. Indonesia Power UP. Saguling adalah email, internet (website), banner, TV wall yang dimiliki.
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan . berdasarkan pedoman umum Prinsip–prinsip penerapan GCG pada BUMN SK men BUMN No.117/2002, prinsip dasar transparansi terkait dengan penyediaan informasiyang material dan relevan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder.
Good Corporate Govermance Dimensi Akuntability.
Dalam imensi Akuntability (akuntabilitas) bahwa segala bentuk yang dilakukan dalam hal tata kelola perusahaan yang baik dalam dimensi keterbukaan (akuntability) dilihat dari pelaporan, sisitem pengaturan pertanggung jawaban, uraian tuas dan tanggung jawab, pengecekan paelaporan dan mekanisme penilaian kerja telah dilakukan dan dijalani guna terciptannnya dan terlaksanannya program implementasi Good Corporate Governance di PT. Indonesia Power yang dapat memberikan dapak yang positif baik dari pihak internal khususnya ataupun pihak extenal umunya. 
Sejalan dengan kajian dimensi akuntabilitas dari paparan PT. Indonesia Power tersebut bahwa dari kutipan Daniri dalam Wiriadinata 2011 sebagaimana dengan pedoman umum GCG KNKG tahun 2006, akuntabilitas terkait dengan pengelolaan perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Maka dari itu akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan diharapakan dapat, jadi prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap menghitung kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan /stakeholder. Intinya akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Good Corporate Govermance Dimensi Responsible.
Bentuk penerapan Good Corporate Governance pada dimensi tanggung jawab (responsible) yang ada PT. Indonesia Power secara terkait dasar pelaksanaan tersebut sesuai dengan penerapan sistem nilai dan budaya perushaaan sudah di terapkan, pelaksanaan mekanisme perihal delegasi telah dijalankan sebagai mana semestinya bahwa setiap unit kerja telah melakukan pertanggung jawaban kerja yang diharapakan berjalan sesuai dengan harapan pada visi, misi, tujuan perusahaan. Dari pengungkapan pelaksanaan PT. Indonesia Power didukung sebagaimana kutipan dari Daniri (2005) Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian akan kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku agar mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Tjager et al. dalam penelitian yang dilakukan Wiriadinata (2011) menyebutkan bahwa asas pertanggung jawaban diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab social, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaaan, menyadari professional dan menjunjung etika, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Perihal pengungkapan pelaksanaan dimensi tanggung jawab (responsibility) PT. Indonesia Power dilihat adanya upaya yang dilakukan untuk menghindari dari kerugian perusahaan adalah menghindari gratifikasi untuk hal apapun guna terciptanya budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Beserta bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perushaan terhadap pihak external perusahaan sangat memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih terhadap masyarakat (external perusahaan) di kawasan operasional PT. Indonesia Power UP. Saguling Khusunya.
Good Corporate Govermance Dimensi Independency.
Penerapan Good Corporate Governance pada dimensi kemandirian (independency) yang ada di PT. Indonesia Power tersebut bahwa pengambilan setiap keputusan sebenar – benarnya dilakukan dan di arahkan demi kemajuan perusahaan emudian tidak ada muatan yang dapat menguntungkan salah satu pihak yang nantinya akan menjadi dampak kerugian bagi perusahaan. Dalam hal dimensi kemandirian (independency) PT. Indonesia Power ini memiliki system hukum atau peraturan yang jelas dan penegakannya kepada semua pihak yang dimana akan menjadikan setiap karyawan taat dan patuh terhadap aturan yang ada dan berlaku yang kedepannya menjadikan parameter keberhasilan dalam penerapan Good Corporate Govermance (GCG). Pengungkapan tersebut sejalan dengan kutipan dari Darini 2006, dimana Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat, dan masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Dalam Muhamad Hidayat 2009, independency atau kemandirian fungsi masing – masing organ perseroan penting untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahan. Dari hal diatas maka dapat kita simpulkan bahwa kemandirian merupakan suati dimensi dalam Good Corporate Governance yang dimana perusahaan harus benar – benar dikelola dengan secara baik dan oleh profesional yang didalamnya tidak ada muatan atau kepentingan apapun yang dapat mempengaruhi suatu keputusan korporasi umunya guna akan terciptnya tatanan perusahaan yang sehat.
Good Corporate Govermance Berdasarkan Dimensi Faines. 
Bentuk dimensi kewajaran (fairnes) penerapan Good Corporate Governance PT. Indonesia Power bahwa pengelolaan, mematuhi peraturan, ketentuan, serta hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsi – fungsi yang ada menggunakan COC (Code of Conduct), dengan menggunkan COC (Code of Conduct) tata tertib terdasar dalam perusahaan yang harus dipatuhi seluruh karyawan, termasuk jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris dan pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang didasari pada aturan hukum, moral dan etika yang berlaku. Dalam Wiriadinata (2011) Menurut pedoman umum GCG KNKG tahun 2006, prinsip dasar dari fairness adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa mementingkan pemegang saham atau pemangku  kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, melalui: 1) Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. ii) Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. iii) Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa memberdakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Dari pembahasan sebagaimana narasi diatas dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Good Corporate Govermance pada PT. Indonesia Power Up. Saguling yang bertanggung jawab (responsible) dalam perusahaan dan praktiknya (Good Corporate Govermance Berdasarkan Dimensi Responsible)
Bentuk penerapan Good Corporate Governance pada dimensi tanggung jawab (responsible) yang di utarakan dalam hasil analisa dalam penelitian ini kepada pihak PT. Indonesia Power secara terkait maka dari hasil pengamatan berdasarkan hal tersebut adalah bahwa prinsip responsibility yang dilakukan oleh perusahan melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Dikutip dari kajian teori Wiriadinata (2011) bahwa Prinsip responsibility yang dilakukan oleh kedua industri baik di industri jasa maupun industri manufaktur melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Pada hal ini khususnya PT. Indonesia Power UP. Saguling yang menghasilkan pasokan tenga listrik untuk jangkauan Jawa – Bali dituntut untuk melakukan tanggung jawabnya baik dalam pihak internal atau pun pihak external terhadap kemakmurannya tersebut, kondisi lingkungan yang luas dalam hal jangkauan operasional kerja UP. Saguling yang luas, akan dekat sekali dengan limbah (gulma) yang dihasilkan sehingga perusahaan harus memperhatikan keadaan lingkungan dan keadaaan msyarakat sekitar dengan penerapan – penerapan CSR dalam program bina lingkungan, bina masyarakat dan memperlakukan ISO 26000 di dalam industri tersebut. Sedangkan bila kedepanya dilihal UP. Saguling ada potensi pada industri pariwisata, maka perusahaan tersebut harus melaksanakan CSR untuk menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu UU RI No.  10 Tahun 2009 (Tentang Kepariwisataan) dan UU RI No. 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan). Dalam hal ini perusahaan mempunyai hal yang memfokuskan dalam pelaksanaan program – programnya dimana corporate social responsibilty pada PT. Indonesia Power Up. Saguling sebagai Good Corporate Govermance yang bertanggung jawab (responsible). Segala bentuk yang berkaitan dengan kerja operasional dalam PT. Indonesia Power UP. Saguling akan sangat erat kaitannya dengan stake holder (pemangku kepentingan dimana terselengkaranya kerja yang bersinergi antara pihak external perusahaan dengan pihak intenal perusahaan dan bilamana tidak ada perhatian terhadapa hihak yang terkait khusunya pihak external dikhawatirkan akan timbul permasalahan. Sejalan dengan harusnya ada perhatian terhadap pihak stakeholder  maka kajian teori dari Freeman dalam Niko Kiroyan 2006, mengungkapkan bahwa konsekwensi dari pengabain terhadap stakeholder adalah makin banyaknya tuntutan hukum maupun peraturan perundangan yang mengikat. Setiap pelaksanaan program – program corporate social responsibilty yang telah dipaparkan pada analisa dan pengambilan data, bahwa melaksanakan program yang ada di UP. saguling dalam perusahaan dan praktiknya, dapat dilihat dari kegiatan bisnis secara menyeluruh dalam pelaksanaannya yang menunjukan bentuk pelaksnaan corporate social responsibilty dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) yang responsible (bertanggung jawab). 
Kotlor dan Lee (2006) (dalam Ismail Solihin, 2011: 131) menyebutkan kategori program corporate social responsibility yang dimana PT. Indonesia Power  menerapakan Corporate Philanthropy “dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk dana untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Corporate philanthropy biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan.
Analisa corporate social responsibility sebagai bentuk implementasi good corporate governance yang bertanggung jawab (responsible) yang dikemukakan oleh Niko Kiroyan 2006 berpendapat bahwa perusahaan merupakan jejaring berbagai pemangku kepentingan, baik internal dan ekternal yang bersama – sama meningkatkan nilai perusahaan dan oleh karenannya mempunyai kepentingan yang sah atas keberadaaan dan sepak terjang perusahaan. Adapun pandangan corporate social responsibility sebagai bentuk program perusahan yang harus di terapkan sebagaimana kajian teori dari Niko Kiroyan 2006 Pandangan perusahaan bahwa perusahaan perlu melibatkan diri dalam kegiatan – kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diluar kegiatan – kegiatan ekonomi yang memang menjadi tujuan utama perusahaan.

Kesimpulan
1.	Kajian dari Implementasi Good Corporate Governance di PT. Indonesia Power UP. Saguling yang dimana Good Corporate Governance itu sendiri memiliki 5 dimensi (tranparancy, akuntability, responsibility, independent, faines) sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan melaksanakan good corporate governance sebagaimana mestinya, dimana hal tersebut terbukti dari kebijakan – kebijakan dan pelaksanaan yang guna menunjang terciptanya dan terlaksanannya good corporate governance yang diterapkan oleh PT. Indonesia Power UP. Saguling khusunya.
2.	Dalam kajian faktor yang menghambat dalam implementasi praktik Corporate Social Responsibilty dalam perusahaan dan penerapan dari Good Corporate Government meliputi beberapahal :
a.	Dalam hal yang menjadi kendala dilihat dari sudut pandang secara keseluruhan dalam kajian implementasi corporate social responsibility ; 1) tahap perencanaan dalam pelaksanaan program corporate social responsibility baik secara external dan internal perusahaan, 2) pengembangan masyarakat baiksecara formal maupun informal masyarakat itu sediri. 3) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang selama ini menjadi penghambat dalam hal menekan berbagaimancam konflik external khususnya dalam contoh : masyarakat masih kurang peduli terhadapa pelestarian lingkungan. Atau secara terperinci kendala yang ada pada corporate social responsibility (people, planet, profit) sebagai berikut : 1) Tenaga pelaksana CSR di perusahaan yang perlu di tinjau kembali. 2) Budaya atau kebiasaan masyarakat. 3) Lahan yang sangat luas menjadi tingkat kontrol yang rendah. 4) Konflik kesenjangan antar daerah. 5) Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. 6) Kurang pemahaman masyarakat dalam melaksanakan program pelaksanaan CSR PT. Indonesia Power UP. Saguling. 7) Sikap acuh tak acuh dari pihak pemerintah setempat (pemerintah Kabupaten Bandung Barat). 8) Faham Terorisme atau radikalisme agama. 9) Belum adanya sertifikasi ISO 26000. 
b.	Analisa kendala Good Corporate Governance secara keseluruhan dalam dimensi Tranparancy, Akuntability, Responsibility, independency, fairnes (TARIF) bahwa sebagai berikut : 1) Kurangnya pengetahuan SDM perusahaan tentang GCG. 2) Sarana – prasarana perusahaan yang kurang memadai. 3) GCG tidak bersifat mandatory melainkan hanya merupakan etika bisnis yang pelaksanaannya didasarkan pada niat baik (good will) perusahaan. 4) Dualisme sikap pemerintah. 5) Adanya pengaruh atau intervensi politik pada perusahaan, dan adanya campur tangan pihak lain dalam pengelolaan perusahaan.

3.	Kajian dalam implementasi Corporate Social Responsibilty sebagai bentuk pelaksanaan Good Corporate Government yang bertanggung jawab (responsible) pada praktik dalam perusahaan, pihak PT. Indonesia Power secara terkait dalam penelitian ini bahwa responsibility (tanggung jawab) yang dilakukan oleh perusahan melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. 
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